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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas ke hadirat Allah Swt. atas perkenan-Nya sehingga 
kami dapat menerbitkan monografi ini. Monografi ini ditujukan kepada 
mahasiswa hukum, dosen, ataupun khalayak umum. Diharapkan 
monografi ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum 
tata negara khususnya dalam bidang konstitusi dan konstitusionalisme. 

Monografi ini memuat kumpulan artikel yang disusun oleh rekan-
rekan dari berbagai macam perspektif konstitusionalisme. Termuat 
di dalamnya 13 artikel, mulai dari pembahasan mengenai Mahkamah 
Konstitusi dan pengujian undang-undang, amendemen kelima Undang-
Undang Oasar, Presidential Threshold, sampai pada pemajuan teknologi 
dalam perspektif konstitusionalisme. Sekumpulan artikel tersebut 
dibuat karena keresahan dan harapan para penulis dalam menelaah 
masa depan konstitusionalisme Indonesia. 

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami editor berterima 
kasih pada rekan-rekan yang membantu untuk terselesaikannya 
monografi berjudul Masa Depan Konstitusionalisme Indonesia ini, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ilmiah yang 
dituangkan dalam monografi ini dapat memberikan inspirasi dalam 
aspek konstitusionalisme yang akan datang. 

Bandar Lampung, 2021 
Editor 
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MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MASA DEPAN 
KONSTITUSIONALISME INDONESIA  

 
Yhannu Setyawan, Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia 

 

1. Pendahuluan  
Dalam literatur kepustakaan, hukum tata negara atau lebih dikenal 

dengan istilah “constitutional law” dalam peradaban khazanah keilmuan di Barat, 
Konstitusionalisme diletakkan sebagai dasar terbentuknya konstitusi. Jika 
diibaratkan dengan bangunan rumah, konstitusionalisme dijadikan fondasi yang 
di atasnya adalah konstitusi. Sehingga, istilah konstitusionalisme dengan 
konstitusi tidak dapat dipisahkan.1 

Konstitusi memuat suatu aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-
sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut negara. 
Sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar 
bangunan negara tetap tegak berdiri.2  Hampir semua negara modern memiliki 
UUD (kecuali beberapa negara seperti Inggris, Israel, Saudi Arabia dan beberapa 
lagi). Meskipun memiliki UUD, tetapi tidak ada negara yang mempunyai UUD 
yang sama. Perbedaan terjadi karena berbagai faktor seperti bentuk negara, 
bentuk pemerintahan, sejarah negara, cita-cita negara, termasuk perbedaan 
ideologi di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain.3 

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi merupakan dasar hukum utama 
yang harus dimiliki suatu negara untuk melegitimasi dirinya sebagai negara 
hukum. Konstitusi menjadi perwujudan dari konsepsi negara hukum baik 
rechtsstaat maupun the rule of law, dimana negara tidak hanya berdasarkan pada 
kekuasaan semata (absolutisme/machtstaat), tetapi didasarkan atas hukum, 
yang diejawantahkan sekaligus disimbolkan dalam suatu konstitusi, sebagai 
bentuk kontrak sosial warga negara dengan negara. 4  

Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the 
sovereignity of the people) kepada negara, melalui konstitusilah rakyat merelakan 
pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi 
harus senantiasa dikawal dan dijaga, sebab semua bentuk penyimpangan 
kekuasaan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah 
konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud pengingkaran terhadap 
kedaulatan rakyat.5  

                                                             
1 M. Yasin Al-Arif, Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen 

Undang Undang Dasar 1945, Pandecta. Volume 12. Nomor 2. December 2017, hlm. 182. 
2 Mirza Nasution, Makalah, Negara dan Konstitusi, FH USU, 2004, hlm 02. 
3 Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan 

Presiden Secara Langsung, Setjen & Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm 02. 
4 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: 

Konstitusi Press, 2005, hlm. 8. 
5 Ibid, hlm. 9. 



Bagi negara-negara modern saat ini, keinginan untuk menjamin hak-hak 
warga negara secara efektif dan mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara 
secara tertib telah mendorong setiap negara untuk menganut paham 
konstitusionalisme. Diyakini bahwa cara yang terbaik untuk maksud tersebut 
adalah dengan melalui kerangka legal formal dalam bentuk konstitusi, sehingga 
konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu keniscayaan.6 

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep 
yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. 
Friedrich, “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized 
restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum 
atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan 
yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan 
oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat 
dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan 
mekanisme yang disebut negara.7 Salah satu perwujudan dalam menjaga esensi 
konstitusionalisme tersebut di Indonesia adalah dengan berdirinya Mahkamah 
Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi, selain menjaga agar terjadi check and balance dalam 
cabang-cabang kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi sering pula disebut 
sebagai peradilan konstitusi, yaitu organ negara yang memiliki otoritas untuk 
menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi 
merupakan salah satu pilar dari aspek kelembagaan negara yang akan menjamin 
pelaksanaan paham konstitusionalisme di indonesia, saat ini dan masa yang 
akan datang. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang salah 
satunya berwenang dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 
Tahun 1945) merupakan salah satu bentuk perwujudan betapa sentralnya 
pernanan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin masa depan 
konstitusionalisme di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan 
menganalisis posisi Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan masa depan  
konstitusionalisme di Indonesia. 
 

2. Permasalahan  
Berdasarkan uraian pada pendahuluan, permasalahan yang akan 

dianalisis dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakan posisi Mahkamah Konstitusi 
kaitannya dengan masa depan  konstitusionalisme di Indonesia?  

 

                                                             
6 Bactiar, Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem 

Ketatanegaraan, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, 

Maret 2016, hlm. 123 
7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekjen dan Kepaniteraan 

MK, Jakarta, 2006, hlm. 20. 



 
3. Pembahasan  

A. Negara Hukum dan Konstitusionalisme 
Bagir Manan dan Kuntana Magnar menyatakan bahwa dalam negara 

hukum mengandung pengertian kekuasaan dibatasi oleh hukum dan 
sekaligus menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibandingkan dengan 
alat kekuasaan yang ada.8 Hal ini berarti bahwa ajaran negara berdasarkan 
atas hukum (de rechtsstaat dan the rule of law) mengandung esensi bahwa 
hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap negara ataupun 
pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to law). Tidak ada kekuatan 
di atas hukum  (above to the law). Semuanya ada di bawah hukum (under the 
rule of law). Dalam hubungan inilah tidak boleh ada kekuasaan yang 
sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse 
of power).9 Esensi negara hukum yang dihantarkan Bagir Manan dan Kuntana 
Magnar tersebut sangat lekat dengan paham konstitusionalisme. 

Walton H. Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan judul 
‘Constitutionalism’ yang menjadi salah satu entry dalam Encyclopedia of Social 
Sciences tahun 1930 dengan kalimat: “Constitutionalism is the name given to the 
trust which men repose in the power of words eng rossed on parchment to keep a 
government in order”. Untuk tujuan ‘to keep a government in order’ itu diperlukan 
pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam 
proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana 
mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah 
muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran 
relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.10 

Walaupun  paham  konstitusionalisme  diturunkan  (derive) dari  
konstitusi,  dan  dalam  perkembangannya  bahkan  mendorong keberadaan 
constitutional  state  namun  esensi  konstitusionalisme mengagas  pembatasan  
kekuasaan  dalam  negara. Constitutionalism  implements the rule of laws; it 
brings about predictability and security in the relations of individuals and the 
government by defining in the power and limit  of  that  government 
(Konstitusionalisme  mengatur  pelaksanaan rule  of  law  dalam  hubungan  
individu  dengan  pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi 
yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap 
wewenang pemerintah yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu). 
Constitutionalism  atau  Konstitusionalisme  mengemban the limited state, agar 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal 

                                                             
8 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 

Alumni, Bandung, 1993, hlm 11. 
9 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media, 

Yogyakarta, 1999, hlm 11-12. 
10 Op.Cit. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi ...., hlm. 19. 



dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas  dalam  pasal-pasal  
konstitusi.11 

Konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu 
keniscayaan. Konstitusionalisme masih menjadi satu paham yang paling 
efektif untuk mengelola kekuasaan pada masa modern saat ini. Dalam paham 
konstitusionalisme, konstitusi merupakan perwujudan dari hukum tertinggi 
yang harus dipatuhi oleh semua komponen negara. Eksistensi sebuah 
konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan akar paham 
konstitusionalisme dimana tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi 
wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, 
tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan 
politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai 
cita-cita.12 

Konstitusionalisme   merupakan   komponen   integral   dari   
pemerintahan demokratis.    Tanpa    memberlakukan    konstitusionalisne    
pada    dirinya, pemerintahan  demokratik  tidak  terwujudkan.  Meskipun  
pada  mulanya dilahirkan  dari  logika  demokrasi  liberal,  konstitusionalisme  
merupakan conditio  quonon  secara  substansial  bagi  paham  demokrasi  
perwakilan. Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  tetapi  secara  alami  tidak  
mungkin seluruh    rakyat    berdaulat    itu in    person    menjalankan    sendiri    
roda pemerintahan.13 

Menurut Jimly Asshiddiqie, Basis pokok konstitusionalisme adalah 
kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat 
mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. konsensus 
yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada 
umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), 
yaitu: 14  
1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of 

society or general acceptance of the same philosophy of government).  
2) Kesepakatan tentang ‘the rule of law’ sebagai landasan pemerintahan atau 

penyelenggaraan negara (the basis of government).  
3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur 

ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). 
Dalam konteks Indonesia, reformasi membawa angin segar terhadap 

penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia, selain memberikan pupuk 
terhadap demokratisasi juga menjadi titik awal desakralisasi terhadap UUD 
1945. Pasalnya tepat satu tahun setelah reformasi yaitu pada tahun 1999 UUD 

                                                             
11 M. Laica  Marzuki, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi, Volume 7, 

Nomor 4, Agustus 2010, hlm. 4. 
12 Op. Cit. Bactiar, Esensi ..., hlm. 136. 
13 Wibisono Oedoyo, Pemerintahan, Demokrasi, Dan Konstitusionalisme Dalam Tata Negara 

Indonesia, SELISIK, Volume 2, Nomor 3, Juni 2016, hlm. 100. 
14 Op.Cit. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi ...., hlm. 21. 



1945 di amandemen untuk pertama kalinya dan berturut-turut hingga tahun 
2002. Hasil amandemen pun membawa hasil yang signifikan khususnya 
terhadap perkembangan kultur konstitusionalisme. Konsesus antara rakyat 
dengan penguasa yang menjadi ruh konstitusionalisme semakin jelas 
dituangkan dalam konstitusi, terlebih diaturnya dengan tegas dalam Pasal 1 
ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bunyi pasal ini memberikan 
dampak terhadap pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia.15 Terlebih lagi dengan munculnya Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akan menjamin tegaknya nilai-
nilai konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 
Indonesia. 

 
B. Posisi Mahkamah Konstitusi Dan Masa Depan  Konstitusionalisme Di 

Indonesia 
Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada 2 (dua) 

unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah 
bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status 
bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah gerakan 
wadah itu sesuai maksud pembentukannya.16  

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) 
negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan 
Mahkamah Agung (MA). Ide tersebut sejalan dengan ide pengujian 
konstitusionalitas undang-undang yang diadopsi dalam norma undang-
undang dasar dan bahkan kelembagaannya di bentuk secara tersendiri.17  

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan 
atributif  Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:18 
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.  

2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

                                                             
15 Op. Cit, M. Yasin Al-Arif, Aktualisasi..., hlm. 182. 
16 Jimly Ashiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum 

Nasional, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 12. 
17 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tatanegara, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2007, 

hlm. 583. 
18 Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi, Profil Mahkamah Konstitusi, Cet. 4, Sekretariat 

Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009,  hlm 2. 



3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 

4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 
konstitusi. 

5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang mengusasai konstitusi dan ketatanegaraan, 
serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. 

6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-
undang. 

Dari keseluruhan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. Sangat nampak posisi Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga yang akan menjamin penegakan paham konstitusionalisme di 
Indonesia. 

Berkenaan dengan kewenangan untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, adalah sebuah jaminan kepada warga 
negara Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya dari 
kerugian yang mungkin muncul lewat proses legislasi yang ada di Indonesia.  
Karena dengan mengadili permohonan warga negara untuk menguji 
undang-undang yang merupakan produk legislasi terhadap Undang-
Undang dasar 1945, berarti Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang 
penting dalam menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-
wenang pelaksana pemerintahan yang berbentuk undang-undang.  

Masa depan konstitusionalisme Indonesia, salah satunya akan 
bergantung dari bagaimana kualitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam menjalankan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Melalui 
putusan yang adil dan bijaksana tentu masa depan konstitusionalisme yang 
cerah akan menghiasi Indonesia, begitupun sebaliknya jika Mahkamah 
Konstitusi tidak mengemban amanah dengan baik maka dapat di duga 
prospek konstitusionalisme Indonesia akan suram. 

 
 
 
 
 
 



4. Penutup 
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa posisi Mahkamah Konstitusi sangat 
penting kaitannya dengan masa depan  konstitusionalisme di Indonesia. Dari 
keseluruhan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. Sangat nampak posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 
yang akan menjamin paham konstitusionalisme di Indonesia. Melalui putusan 
Mahkamah Konstitusi yang adil dan bijaksana tentu masa depan 
konstitusionalisme yang cerah akan menghiasi Indonesia, begitupun sebaliknya 
jika Mahkamah Konstitusi tidak mengemban amanah dengan baik maka dapat 
di duga prospek konstitusionalisme Indonesia akan suram. 
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